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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebuah Negara pasti ingin meningkatkan taraf hidup masyarakatnya untuk 

menjadi lebih baik. Salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut 

adalah dengan jalur pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah selaku perangkat 

Negara harus mampu menyeleggarakan pendidikan agar tepat sasaran. Dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

diebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti 

pendidikan dasar. Sedangkan Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah 

dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada 

jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dan dalam ayat 3 menyebutkan 

bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan 

oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk 

mewujudkan amanah dari Undang-Undang tersebut Pemerintah wajib 

memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat 

pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. 

Salah satu indikator penuntasan program Wajib Belajar 9 Tahun dapat 

diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD dan SMP. Pada tahun 2005 APK 

SD telah mencapai 115%, sedangkan SMP pada tahun 2009 telah mencapai 

98,11%, sehingga program wajar 9 tahun telah tuntas 7 tahun lebih awal dari target 

deklarasi Education For All (EFA) di Dakar. Program Bantuan Operasional Sekolah 

(BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, telah berperan secara signifikan dalam 

percepatan pencapaian program wajar 9 tahun.  
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Oleh karena itu, mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan 

tujuan, pendekatan dan orientasi program BOS, dari perluasan akses menuju 

peningkatan kualitas. 

Pada tahun 2012 Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengalami 

perubahan mekanisme penyaluran dan. Pada tahun anggaran 2011 penyaluran 

dana BOS dilakukan melalui mekanisme transfer ke daerah kabupaten/kota dalam 

bentuk Dana Penyesuaian untuk Bantuan Operasional Sekolah, mulai tahun 

anggaran 2012 dana BOS disalurkan dengan mekanisme yang sama tetapi 

melalui pemerintah provinsi. 

Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya 

operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai 

kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari 

keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan 

pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. 

BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan 

pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai 

pelaksana program wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis 

pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana 

BOS. Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban 

masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun 

yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk: 

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan 

SMP/SMPLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali 

pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf 

internasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus 
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tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, 

sehingga sumbangan/pungutan tidak boleh berlebih. 

2. Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam 

bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; Meringankan beban 

biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta. 

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan dana BOS  yaitu : 

1. Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional 

sekolah; 

2. Maksimum penggunaan dana untuk belanja pegawai bagi sekolah negeri 

sebesar 20%. Penggunaan dana untuk honorarium guru honorer di sekolah 

agar mempertimbangkan rasio jumlah siswa dan guru sesuai dengan 

ketentuan pemerintah yang ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di 

Kabupaten/Kota; 

3. Bagi sekolah yang telah menerima DAK, tidak diperkenankan menggunakan 

dana BOS untuk peruntukan yang sama; 

4. Pembelian barang/jasa per belanja tidak melebihi Rp. 10 juta; 

5. Penggunaan dana BOS untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS 

diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan sekolah 

selain kewajiban jam mengajar. Besaran/satuan biaya untuk transportasi dan 

uang lelah guru PNS yang bertugas di luar jam mengajar tersebut harus 

mengikuti batas kewajaran. Pemerintah daerah wajib mengeluarkan peraturan 

tentang penetapan batas kewajaran tersebut di daerah masing-masing 

dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, faktor geografis dan faktor 

lainnya. 
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6. Jika dana BOS yang diterima oleh sekolah dalam triwulan tertentu lebih 

besar/kurang dari jumlah yang seharusnya, misalnya akibat kesalahan data 

jumlah siswa, maka sekolah harus segera melapor kepada Dinas Pendidikan. 

Selanjutnya Dinas Pendidikan mengirim surat secara resmi kepada Dirjen 

Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan daftar sekolah 

yang lebih/kurang untuk diperhitungkan pada penyesuaian alokasi pada 

triwulan berikutnya; 

7. Jika terdapat siswa pindah/mutasi ke sekolah lain setelah pencairan dana di 

triwulan berjalan, maka dana BOS siswa tersebut pada triwulan berjalan 

menjadi hak sekolah lama. Revisi jumlah siswa pada sekolah yang 

ditinggalkan/menerima siswa pindahan tersebut baru diberlakukan untuk 

pencairan triwulan berikutnya. 

8. Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik 

sekolah untuk digunakan bagi sekolah. 

Landasan hukum kebijakan penyaluran dan pengelolaan dana BOS Tahun 

2012 antara lain: 

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum 

dan Alokasi BOS Tahun Anggaran 2012 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 51/2011 Tentang 

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun 

Anggaran 2012 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Pengelolaan BOS 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil topik 

penelitian di bidang akuntansi dengan judul ”Analisis Pengelolaan Dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di SMPN 2 Krembung”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis 

mencoba mengidentifikasikan permasalahan sebagai bahan untuk diteliti dan 

dianalisis sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Perencanaan Dana BOS SMP Negeri 2 Krembung? 

2. Bagaimanakah Pelaksanaan Dana BOS SMP Negeri 2 Krembung? 

3. Bagaimanakah Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS SMP Negeri 

2 Krembung? 

4. Bagaimanakah Pelaporan Dana BOS SMP Negeri 2 Krembung? 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui Perencanaan Dana BOS SMP Negeri 2 Krembung 

2. Mengetahui Pelaksanaan Dana BOS SMP Negeri 2 Krembung 

3. Mengetahui Pengawasan dan Evaluasi Dana BOS SMP Negeri 2 

Krembung 

4. Mengetahui Pelaporan Dana BOS SMP Negeri 2 Krembung 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan dalam penelitian yang akan di lakukan oleh penulis 

terbagi kedalam dua kelompok yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. 

1. Aspek Akademis 

Hasil peneltian ini diharapkan memberi masukan dan menambah wawasan 

serta memberikan pengetahuan bagaimana pengolahan fasilitas sekolah 

yang benar dan proses yang benar untuk memperlakukan fasilitas sekolah. 
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2. Aspek Perkembangan Ilmu Pengetahuan 

Hasil peneltian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi dunia 

pendidikan sebagai bahan acuan dan referensi untuk pertimbangan untuk 

semua orang bagi penelitian yang selanjutnya dibidang akuntansi 

khususnya tentang pentingnya pengetahuan akutansi bagi pengelola BOS 

yang ada di sekolah – sekolah serta memberikan masukan untuk kualitas 

pengawasan pengelolahan dan buku panduan pelaksanaan pengelolaan 

dana BOS.  

3. Aspek Praktis 

a) Memberikan pemahaman pentingnya pengawasan masyarakat 

dalam pengelolaan BOS. 

b) Memberikan pengetahuan agar masyarakat mampu menganalisis 

apakah pengelolaan BOS sudah tepat pelaksanaanya. 


